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ABSTRAK
Nama Penyusun : Ramdayani Mahyuddin
NIM : 10200113100
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas
Muslim Indonesia
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana manajemen wakaf tunai di
Yayasan wakaf UMI? Pokok masalah tersebut selanjutnya  di- breakdown ke dalam
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana manajemen
(perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan) wakaf tunai UMI?,
2) Berapa jumlah nazhir wakaf tunai UMI?, 3) Apa peluang dan tantangan yayasan
wakaf tunai UMI dalam mengembangkan wakaf tunai?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah fenomenalogis yang sifatnya studi kasus. Adapun sumber data
penelitian ini adalah Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf  UMI dan
Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pesantren, Kampus Islami dan Usaha Sosial.
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi,. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam mengembangkan Yayasan
Wakaf Tunai UMI harus memiliki pengurus yang khusus dalam operasional wakaf
tunai tersebut. serta merekrut nazhir yang memiliki ilmu tentang wakaf khusunya
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nazhir dalam mengembangkan wakaf
tunainya  masih  kurang  maksimal  karena  manajemen  dari  sturuktur  organisasinya 
bahwa kurangnya  pengetahuan  nazhir  dalam  bidang  wakaf  tunai  . Sehingga 
pengelolaan dari wakaf tunai itu masih bersifat tradisional yaitu wakaf tunai 
digunakan  untuk memenuhi sarana  dan  prasarana  akademik  serta  kurangnya  SDM
untuk nazhir secarakhusus yang ditempatkan pada pengelolaan wakaf tunai tersebut. 
Saat ini wakaf tunaiUMI masih tahap sosialisasi sejak berdirinya Yayasan Wakaf 
Tunai  UMI  sampai sekarang. Hal  itu merupakan  salah  satu  kendala  untuk 
memproduktifkan wakaf tunai tersebut.
xuntuk wakaf tunai. 2) Memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang lebih
mendalam mengenai wakaf tunai, karena mahasiswa membayar wakaf tunai hanya
karena landasan aturan yang mengikat. Sebagaimana penulis ketahui bahwa
membayar wakaf itu nilainya tidak dibatasi ataupun tidak ditetapkan oleh lembaga,
karena membayar wakaf itu hukumnya boleh bukan karena  ada aturan yang
mengikat sehingga kesan untuk membayar wakaf tunai tesebut menjadi suatu
kewajiban yang memaksa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wakaf merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan
secara optimal di Indonesia. Padahal disejumlah negara lain seperti Mesir dan
Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber
pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Kondisi
keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, alangkah
baiknya bila masyarakat atau pemerintah mempertimbangkan pemgembangan
instrumen wakaf.1
Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai
peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan,
dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar
mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah.2
Wakaf menempati posisi strategis sebagai salah satu solusi alternatif dan
dapat berfungsi sebagai regulasi pengelolaan harta bagi kepentingan umum dan
1Rahmawati Muin, lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, (Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h. 181.
2M Nur Rianto Al-Arif, “Wakaf uang Dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan
Kemiskinan di Indonesia”, Indo-Islamika 2. no. 1 (2012): h. 20.
2menjadi sistem sentral dalam mengatasi persoalan fundamental yang dihadapi umat
manusia saat ini.3
Kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara.
Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah
wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra
kolonial, maupun Indonesia merdeka. Pada masa itu, perkembangan organisasi
keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan
swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun perkembangan wakaf dilakukan
terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar,
madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan
manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.4
Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan
mekanisme wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi peraturan ini hanya mengatur wakaf tanah saja.
Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, dan kegunaannya
pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan
lain-lain. Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia
sangat lambat. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi
hanya sebagian kecil saja lembaga wakaf (nazhir) yang mampu mengelola harta
3Mukhtar Lutfi, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar, (Makassar: Alauddin
University Press, 2014), h. 2.
4Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. v.
3benda wakaf secara produktif. Ini berarti, perkembangan wakaf di Indonesia belum
mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.5
Catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal
abad kedua hijriyah. Imam al-Zuhri memfatwakan bolehnya mewakafkan uang dalam
rangka untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan.6
Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di
Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan
sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang
hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir
miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan
keagamaan memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan
ekonomi masyarakat.7
Pengelolaan wakaf produktif merupakan hal baru dalam perkembangan
perwakafan di Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan masih bersifat
konvensional dan tradisional dan peruntukannya masih terbatas untuk keperluan
sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Sehingga walaupun harta wakaf berupa
tanah yang jumlahnya cukup banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap
peningkatan kesejahteraan umat.
5Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, , h. v.
6Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 323.
7Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, Al-Iqhtishad 1, no. 1 (Januari 2009), h. 87.
4Harus diakui, berbagai upaya pengelolaan wakaf secara produktif telah
dilakukan, baik dari orgnisasi masa Islam, nazhir, perguruan tinggi, LSM, maupun
pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan
bukti bahwa pemerintah memperhatikan wakaf secara serius sebagai payung hukum
untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.8
Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir
manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Shallahu ‘Alaih wa Sallam “tahan pokok dan
sedekahkan hasilnya”. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk
produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan
pertambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif,
menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset
sehingga asset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi.9
Senada dengan pendapat ini, Monzer Kahf mengemukakan untuk menentukan
manajemen yang dikehendaki dalam wakaf, pertama kali yang harus dirumuskan
secara detail adalah sasaran wakaf yang akan direalisasikan. Manajer wakaf dalam
kegiatannya terikat dengan tujuan wakaf dan melakukan pengawasan efektif terhadap
kinerja timnya.10
8Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h 6-7.
9Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 72.
10Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h 2-3.
5Yayasan wakaf UMI (YWUMI) adalah salah satu badan yang mengelola
wakaf tunai yang terdapat di Kota Makassar. Yayasan wakaf UMI adalah suatu
badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian,
pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada
prinsip Islam. Akan tetapi wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum terealisasikan
secara optimal.
Ditinjau dari segi manajemen wakaf tunai di UMI belum dilaksanakan secara
efesien dan efektif disebabkan karena Yayasan Wakaf UMI belum menyusun
kepengurusan organisasi yang khusus mengurus wakaf tunai. Ini merupakan fungsi
dari poin manajemen yang pertama  dan kedua yaitu bagian perencanaan dan
pengorganisasian. Sedangkan untuk mencapai sasaran suatu Yayasan wakaf ini harus
menjalankan keempat fungsi dari manajemen tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen wakaf tunai di yayasan wakaf UMI?
2. Apakah tantangan dan peluang pengembangan wakaf tunai di Yayasan wakaf
UMI?
6C. Kajian Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa
penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul,
obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda, sebuah buku yang diterbitkan
Rajawali Pers. Dengan judul buku “Manajemen Wakaf Produktif”. Dalam
buku ini prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap
mengalir manfaatnya sesuai dengan Hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
“tahan pokoknya sedekahkan hasilnya”. Ini berarti pengelolaan wakaf harus
dalam bentuk produktif. Untuk itu manajemen wakaf selalu melibatkan proses
pertumbuhan asset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu
dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi sehingga manfaatnya
dapat dialirkan tanpa mengurangi asset yang ada.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Lutfi, sebuah buku yang diterbitkan
Alauddin University Press. Dengan judul buku “Manajemen Wakaf (Upaya
Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat)”. Dalam buku ini
pengelolaan wakaf dengan pendekatan managerial yang efektif dan efesien
merupakan serangkaian upaya bagi semakin baiknya profesionalnya sistem
manajemen yang akan mendorong pendayagunaan sumber daya yang lebih
optimal. Oleh karena itu dibutuhkan ulasan bagaimana upaya-upaya progresif
7dan inovatif terhadap manajemen wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat
yang merupakan faktor yang harus diwujudkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Mughnisari, sebuah skripsi yang
dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan judul penelitian
“Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI”. Dalam penelitian ini
menyatakan bahwa di Indonesia mulai popular ketika para ekonomi syari’ah
memandang wakaf uang berpotensi menguatkan ekonomi umat. Wakaf tunai
merupakan produk baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga
dalam pengelolaannya pada Yayasan Wakaf UMI belum dapat direalisasikan
secara maksimal dikarenakan beberapa kendala diantaranya belum adanya
kerjasama dengan lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan yang khusus
wakaf tunai sehingga belum menyentuh aspek ekonomi yang lebih produktif.
Dari beberapa penelitian yang terdahulu yang dijelaskan tersebut menegaskan
bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan (judul skripsi) diteliti
oleh peneliti dengan mengangkat masalah yang baru sehingga memperlihatkan
keorganalisatan penelitian dengan perbedaan pada subyek dan kerangka teori yang
berbeda.
8D. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan tujuan
dan kegunaan penelitian sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui manajemen pengembangan wakaf tunai di
yayasan wakaf UMI
b. Untuk  mendiskripsikan dan mengetahui tantangan dan peluang pengembangan
wakaf tunai di badan wakaf UMI
2. Kegunaan
a. Penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu perwakafan.
b. Penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan
berguna bagi Yayasan Wakaf Tunai di UMI dalam pengembangan wakaf tunai.
c. Penelitian diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan/ pengetahuan
penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang penulis
teliti.
9BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Wakaf Tunai dalam Perspektif Fikih
1. Pengertian Wakaf
Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti habasa
(menahan).1 Sedangkan dalam syariah Islam, wakaf ialah menahan suatu benda
yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan
kebaikan.2
Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan
tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Berikut
beberapa defenisi menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:3
a. Defenisi Mazhab Hanafi
Wakaf adalah menahan benda atas orang yang berwakaf dari hak kepemilikan
dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
b. Defenisi Mazhab Maliki
Wakaf adalah menjadikan manfaat harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk
diserahkan kepada yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi wakaf.
1Rozalinda, Ekonomi Islam, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 223.
2Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Cet. 56; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 339.
3Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009),
h. 433.
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c. Defenisi Mazhab Syafi’i
Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap
utuhnya barang, dan harta tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan
serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
d. Defenisi Mazhab Hambali
Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam
membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan
memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan
manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri
kepada Allah.4
Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 1, wakaf adalah perbuatan
hukum seseorang atau sekelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian
dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.5
2. Pengertian Wakaf Tunai
Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada
seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif
dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ‘ain aset sehingga dapat diambil
hasil atau manfaatnya oleh maukuf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang
4Muhktar Lutfi, Manajemen Wakaf (Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan
Umat), h. 24.
5Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 311.
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sejalan dengan syariat Islam.6 Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (casg wakaf/ wagf al-Nuqud)
adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai.7
Pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta benda
bergerak (uang) atau saham (surat berharga) yang dikelola oleh institusi
perbankan atau lembaga keuangan syari’ah yang hasil keuntungannya akan
disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi (ditahan) untuk sedekahnya.8
Wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyyah. Imam
az-Zuhri memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan
sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan
menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan
keuntungannya sebagai wakaf.9
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang
dituangkan secara khusus dalam Bagian Kesepuluh, yaitu Benda Wakaf Berupa
Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan, wakif dapat
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah
yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 29 diuraikan bahwa wakaf benda bergerak
berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang
6Nurul Huda dan mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan
Praktis), (Jakarta: Kencana, 20101), h. 325-326.
7Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.
106-107.
8Ahmad Atabik, “Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia”,
ZISWAF 1, no. 2 (Desember 2014), h. 318.
9Nuzula Yustisia, “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga  Amil Zakat
Di Kota Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 11-12.
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dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk syariah
Sertifikat Wakaf Uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada
wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.10
B. Dasar Hukum Wakaf Uang
Dasar hukum wakaf uang juga bersumber pada Al-Qur’an yaitu:
1. Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 92:
                

Terjemahnya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.11
Tafsiran dari ayat tersebut yaitu imam Syafi’I Radhiallahu ‘Anhu
mengatakan, “Allah Subahanahu wa Ta’ala memuji pemberian harta dan
makanan dengan cara yang baik. Allah Subahanahu wa Ta’ala juga mengulas
tentang infak dalam sejumlah ayat, di antaranya ayat, (  ِﻔُْﻨﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ﱠِﺮﺒْﻟا اُﻮﻟَﺎَﻨﺗ َﻦﻟ ﺎ ﱠﻤِﻣ اُﻮﻘ
 َنﻮﱡﺒُِﺤﺗ) ‘Kalian tidak akan mendapat kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian
menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai,’ “12
10Rozalinda, Ekonomi Islam, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h 227.
11Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid, (Tangerang Selatan:
Kalim,2011), h. 63.
12Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2007),
h. 556.
13
2. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 262
              
       
Terjemahnya:
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka
tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.13
Tafsir dari ayat tersebut yaitu pengertian menafkahkan harta di jalan Allah
meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit,
usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.14
Kesimpulan peneliti mengenai tafsir dari kedua ayat tersebut yaitu
menafkahkan harta  milik yang dicintai di jalan Allah dan cara menafkahkan harta
dijalan Allah tentu menjadi bermacam-macam cara, seperti melalui infaq.
Temasuk di dalamnya adalah melalui cara wakaf. Wakaf yang dimaksud di sini
adalah wakaf yang belum dipratekkan dan dikembangkan oleh banyak orang
yakni mewakafkan uang secara tunai.
Kemudian hadis yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf uang yang juga
sebagai rujukan Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang, yaitu:
,ََﺮﺒْﯿَِﺨﺑ ﺎًﺿَْرأ َبﺎََﺻأ ِب ﺎﱠﻄَﺨْﻟا َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ُﺚْﯾِﺪَﺣَﺎﮭِْﯿﻓ ُهُﺮِﻣ َْﺄﺘَْﺴﯾ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا َﻲَﺗَﺄﻓ !ّﷲ َلْﻮُﺳَر َﺎﯾ :َلَﺎَﻘﻓ ,
 ْﯿَِﺠﺑ ﺎًﺿْرأ ُﺖْﺒَﺻ َأ ْﻲﱢِﻧإ ِْنإ :َلﺎ َﻗ ؟ِﮫ ِﺑ ُﺮ ُﻣ ْﺄ َﺗ ﺎ ََﻤﻓ ,ُﮫ ْﻨِﻣ ْيِﺪ ْﻨِﻋ ََﺲﻔْﻧ َأ ﱡَﻂًﻗﻻﺎَﻣ ْﺐِﺻ ُأ َْﻢﻟ ََﺮﺒ َتْءَش
 َُﺐھ ُْﻮﯾ َﻻَو َﺎَھﺎْﺻ َأ َﺖْﺴﱠﺒَﺣ ْﻲ ِﻓَو ِب ﺎ َﻗ ﱢﺮﻟا ﻰ ِﻓَو َﻰﺑُْﺮﻗاا ِﻰﻓَوِءا ََﺮﻗْاا ِﻰﻓ َﺎِﮭﺑ َقﱠﺪََﺼﺗ َو ,ُثَُﺮﯾ َﻻَو
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid, h. 45.
14Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 51.
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 َﻒْﯿ ﱠﺿااَو ِﻞِْﯿﺒ ﱠﺳاا ِﻦْﺑاَو ِّﷲ ِﻞِْﯿﺒَﺳ َﻋ َح َﺎﻨُﺟ َﻻ , ْﺄ َﯾ َْنأ ﺎ ََﮭِﯾاَو ْﻦ َﻣ َﻰﻠ ِفْوُﺮْﻌَﻤْْﻟﺎ ِﺑ ﺎ َﮭْﻨِﻣ َﻞ ُﻛ ُﯾَو ,َﻢ ِﻌْﻄ
ا ِﮫ ِﺑ ُﺖْﺛ ﱠﺪ ََﺤﻓ :(ْيِوا ﱠﺮ ﻟا) َلﺎ َﻗ ٍل ﱢﻮ ََﻤﺘُﻣ َﺮ ْﯿَﻏ  .ًﻻﺎ َﻣ ٍﻞ ﱢﺛ َﺄ َﺘُﻣ َﺮ ﯿَﻏ : َلﺎ ََﻘﻓ ,َﻦ ْﯾ ِﺮْﯿ ِﺳ َﻦ ْﺑ
Artinya:
Hadis Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anha, bahwasanya ‘Umar bin Khattab
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Maka ‘Umar datang kepada Nabi
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam guna menanyakan pendapat beliau
mengenai tanah itu. ‘Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar, yang saya belum pernah mendapatkan harta
yang lebih baik daripadanya. Maka apakah yang akan engkau perintahkan
kepadaku mengenainya?” Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
menjawab, “Jika kamu menghendaki, kamu boleh memakan pokoknya dan
sedekahkan hasilnya, “ Karena itu ‘Umar pun menyedahkan tanah itu,
dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak
boleh dijadikan barang pusaka. Dan ‘Umar menyedekahkannya kepada
orang-orang kafir, para kerabat, urusan pemerdekaan budak, kepentingan
di jalan Allah, orang yang dalam pejalanan dan para tamu. Tidak ada
halangan seseorang yang mengurus tanah itu makan hasilnya menurut cara
wajar yang baik (makruf) dan memberi makan kepada orang lain
sementara tidak mengumpulkan harta,“ Periwayat hadis ini berkata, “Maka
hal tersebut saya ceritakan kepada Ibnu Sirin, yang kemudian berkata
(menjelaskan), “(Arti tidak mengumpulkan harta ialah) tidak meghimpun
(menghasilkan) harta. (HR Bukhairi - Muslim)15
Pokok kandungan dari hadis tersebut adalah, sebagai berikut:
1) Makna wakaf diambilkan dari sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi
wa Sallam, “Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan
tanahnya dan engkau dapat mensedekahkan hasilnya”, yang artinya
menahan asal harta dan menyalurkan manfaatnya.
2) Dari perkataan, “Tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan”,
dapat diambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya
tidak boleh dialihkan dan juga tidak boleh diurus yang menjadi sebab
pengalihan kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat
15Muhammad Fu’ad ‘Ad ‘Abdul Baqi, Al-Lu’Lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha,
1993), h. 378-380.
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diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan, selagi
tidak ada penyimpangan dan kezhaliman.
3) Kedudukan wakaf ialah suatu barang yang tetap ada setelah
dimanfaatkan, adapun untuk sesuatu yang sirna telah diambil
manfaatnya, maka itu merupakan sedekah, tidak termasuk dalam
masalah wakaf dan hukumnya.
4) Dari perkataan, “Maka Umar mensedekahkan hasilnya untuk orang-
orang fakir….” Dapat diambil kesimpulan tentang penyaluran wakaf
menurut syariat, yaitu untuk berbagai kebajikan yang bersifat umum
dan khusus, seperti untuk diberikan kepada kaum kerabat,
memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, menjamu tamu, untuk orang-
orang fakir dan miskin, membangun sekolah, tempat penampungan,
rumah sakit, dan lain-lainnya.
5) Dari perkataan, “Dan tidak ada salahnya bagi orang yang
mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf”, dapat
disimpulkan sahnya syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan,
selagi tidak menafikan keharusan wakaf dan tujuannya, yang di
dalamnya tidak ada dosa dan kezhaliman. Syarat semacam ini tidak
ada salahnya, karena orang yang mewakafkan mempunyai hak
mengambil manfaat dalam harta yang diwakafkan, tanpa berbuat
zhalim kepada seseorang. Jika ada syarat-syarat itu harus
dilaksanakan. Sekiranya hal itu tidak dilaksanakan, maka syarat yang
ditetapkan Umar juga tidak ada faidahnya.
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6) Di dalam perkataan ini juga terkandung pembolehan bagi nazhir
wakaf untuk memakan dari harta wakaf dengan cara yang ma’ruf dan
menurut kepatutan, yaitu mengambil menurut kebutuhannya, tidak
bermaksud mengambil harta darinya, dan dia juga dapat menjamu
teman dengannya dengan cara yang ma’ruf pula.
7) Di sini terkandung fadhilah wakaf, yang termasuk sedekah yang
manfaatnya terus berkelanjutan dan kebaikannya tidak pernah
berhenti.
8) Paling utama ialah mewakafkan harta yang paling baik dan paling
berharga, sebagai ketamakan kebajikan di sisi Allah Subahahu wa
Ta’ala, yang dijadikan-Nya bagi orang-orang yang menafkahkan harta
yang paling dicintai.
9) Di sini terkandung musyawarah dengan orang yang memiliki
keutamaan, yaitu para ulama yang aktif beramal dan yang memiliki
pengatahuan untuk disampaikan.
10) Di sini terkandung pengertian bahwa yang harus dilakukan orang
yang dimintai pendapat ialah memberi nasihat, yang menurutnya
paling utama dan paling baik, karena agama itu merupakan nasihat.
11) Di sini juga terkandung kebajikan kepada kaum kerabat, karena
memberikan sedekah kepada mereka mendatangkan pahala sedekah
dan silaturrahim.
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12) Syarat dalam wakaf harus sah berdasarkan ketentuan syariat, tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.16
Kesimpulan peneliti mengenai hadis tersebut yaitu wakaf adalah suatu
barang yang tetap dengan tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya yang
mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda itu tahan
lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Penyaluran wakaf tersebut harus sesuai
dengan syariat. Hubungannya dengan wakaf tunai atau wakaf uang yaitu zat
tanah akan mengalami perubahan atau tidak selamanya tanah itu subur sedangkan
disisi lain wakaf itu harus tetap mengalir manfaatnya, maka dari itu wakaf uang
memiliki peran yang penting dalam menangani masalah tersebut dengan cara
tanah tersebut dijual kemudian hasil penjualan dari tanah tersebut akan
diinvestasikan pada kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk mudharabah dan
keuntungnnya disedekahkan pada mauquf ‘alaih. Karena peneliti mengacu pada
hukum ulama Hanafiyyah bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui
penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.
C. Rukun dan Syarat Wakaf
1. Rukun Wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:
a. Waqif (orang yang berwakaf)
Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah),17 yakni
kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru’ (melepaskan hak milik untuk hal-
16Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, h. 155-156.
17Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syarak
berupa hak-hak dan kewajiban dan kesalahan tindakan hukumnya.
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hal yang bersifat atau tidak mengaharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk
dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:
1) Berakal
2) Balig
3) Cerdas
4) Atas Kemauan Sendiri
5) Waqif Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf
b. Mauquf (Benda yang Diwakafkan)
c. Mauquf ‘Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf)
d. Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)18
2. Syarat Wakaf
Adapun syarat-syarat wakaf, antara lain:
a. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif). Syarat-syarat al-waqif ada
empat; pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki harta secara penuh
harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia
kehendaki. Kedua, dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang
bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga, dia mestilah baligh.
Dan keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum
(rasyid).
b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf). Harta yang diwakafkan itu
tidak sah dipindah milikan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan
yang ditentukan oleh; pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang
18Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 30.
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yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya.
Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (mahjul), maka pengalihan
milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki
oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri,
tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah
(ghaira shai’).
c. Syarat-syarat orang yang menerima wakaf (al- mauquf ‘alaih). Dari segi
klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu tertentu
(mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan).
d. Syarat-syarat shigah berkaitan dengan isi ucapan (shigah) perlu ada beberapa
syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang
menunjukkan kekalnya (ta’bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas
waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa
disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu
bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang
membatalkan.19
Adapun syarat wakaf menurut Abdullah bin Muhammad ath Thayyar et
al. ada empat berikut ini:
1. Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan diambil manfaatnya
dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak,
hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya.
19Andi Soemitra, Bank & Lembaga keuangan Syariah, h. 437-439.
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2. Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang
miskin, masjid, kaum kerabat yang muslim atau ahli dzimmi.
3. Wakaf ditentukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah wakaf
pada barang yang tidak diketahui.
4. Wakaf dilakukan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali
seseorang mengatakan “itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal
dunia.” Wakaf tetap sah dengan syarat ini.20
D. Nazhir Wakaf Profesional
1. Pengertian Nazhir
Dalam literature fiqih, pengelola harta wakaf yang diserahkan oleh
seseorang atau lembaga tertentu disebut dengan nazhir. Kata nazhir disebut
dengan kata Mutawalli yang berarti pengurus, penjaga, manejer, dan administrator
dalam memelihara, mengembangkan harta wakaf agar produktif serta
membagikannya untuk kemashlahatan umat sesuai dengan peruntukannya.21
Dengan kata lain, nazhir merupakan manejer wakaf yang bertanggung jawab
terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada
sasaran yang dikehendaki waqif.22
Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir
didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda dari wakif (perseorangan/
organisasi /badan hukum) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
20Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2015), h. 292.
21Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin University
Press, 2011), h. 83.
22Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 39.
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peruntukannya. Singkatnya nazhir adalah maneger profesioanal yang dalam
mengurusi, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf.23
2. Persyaratan Nazhir
Sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf
mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya
kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf
tergantung dari nazhir itu sendiri. Adapun syarat-syarat nazhir organisasi adalah:
a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
perseorangan, b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan keagamaan sedangkan yang berbadan hukum hanya dapat
menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: badan hukum Indonesia yang
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan
hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan
atau keagamaan Islam.24
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal
10 disyaratkan adalah:
a. Warga Negara, Organisasi dan Badan Hukum Indonesia
b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani dan
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
23Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 83.
24Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 85.
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Untuk mengembangkan wakaf produktif, ada persyaratan tambahan yang
meliputi aspek moral, manajemen dan bisnis, yaitu:25
1) Syarat Moral
a. Paham tentang hukum wakaf, baik hukum syariah maupun peraturan
perundang undangan;
b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam pengelolaan dan
pendayagunaan harta wakaf;
c. Tahan godaan, terutama menyangkut pengembangan usaha;
d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan;
e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2) Syarat Manajemen
a. Mempunyai kemanpuan yang baik dalam leadership
b. Mempunyai visi dan misi
c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
d. Profesional dalam mengelola dalam mengelola harta wakaf
3) Syarat Bisnis
a. Mempunyai keinginan
b. Mempunyai pengalaman atau siap dimagangkan
c. Mempunyai ketajaman melihat usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.
Ketentuan-ketentuan ini, pada dasarnya menunjukkan kejelasan program
pemerintah dalam upaya pengelolaan harta benda wakaf secara Islami dan dalam
25Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 86.
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kerangka kepentingan nasional. Adanya nazhir sebagai pengelola harta benda
wakaf merupakan hasil ijtihad dalam pelaksanaan perwakafan modern.
Syarat nazhir sebagai pihak yang diserahi tugas memelihara dan mengurus
benda wakaf disebut nazhir. Nazhir tersebut dapat berupa orang perorangan atau
badan hukum yang merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-
kurangnya tiga orang dan seorang diantaranya sebagai ketua. Nazhir berkewajiban
mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, berkewajiban membuat laporan
secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.  Menjadi
seorang nazhir harus di samping dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut; (1)
mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa
mengelola wakaf dengan baik, (2) memiliki kreativitas, (3) beragama Islam, (4)
sehat jasmani dan rohani, (5) sudah dewasa, (6) tidak berada di bawah
pengampunan, dan (7) bertempat tinggal di kecamatan, tempat letak benda yang
diwakafkannya, (8) warga negara Republik Indonesia.
Meskipun para ulama dan ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai
wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun
semuanya sepakat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan rukun-
rukun dan syarat-syarat itu, maka wakaf tidak dapat berdiri.26
3. Tugas, Kewajiban dan Hak Nazhir
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, seorang nazhir baik
perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai
berikut:
26Mukhtar Lutfi, Optomalisasi Pengelolaan Wakaf , h. 83.
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a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya,
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai nazhir.27
Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, berdasarkan hasil penelitiannya
yang berjudul “Istismar Mawarid Al-Wakaf”, menyebutkan Sembilan kewajiban
nazhir, yaitu:
a. Memelihara harta wakaf.
b. Mengembangkan harta wakaf dan tidak membiarkannya terlantar sehingga
tidak mendatangkan manfaat.
c. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’.
d. Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerima
tepat waktu dan tepat sasaran.
e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dan hasil wakaf
itu sendiri.
f. Memperbaiki aset yang rusak.
g. Mempersewakan harta-harta wakaf yang tidak bergerak, seperti bangunan dan
tanah.
h. Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf untuk tambahan penghasilan.
i. Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalainnya
dan dengan itu ia boleh diberhentikannya.28
27Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 89.
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Melihat tugas-tugas sebagai seorang nazhir yang begitu berat, maka
hendaknya memiliki beberapa kemampuan diantaranya:
a. Kemampuan atau keahlian teknis (technical skill), misalnya mengoperasikan
komputer, mendesain ruang kerja.
b. Keahlian berkomunikasi dan berintraksi dengan masyarakat, khususnya pihak-
pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
c. Keahlian konseptual dalam rangka memanag dan memproduktifkan harta
wakaf.
d. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir
secara matang.
e. Keahlian dalam mengelola dan mengatur waktu.
f. Termasuk didalamnya, memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko,
antusias dan percaya diri, memiliki komitmen etika, cerdas dan krearif.29
Nazhir sebagai seorang “manager” harta wakaf, juga berhak
mempekerjakan seseorang atau lebih dalam rangka menjaga, memelihara dan
menumbuhkembangkan harta wakaf. Nazhir juga memiliki kewajiaban untuk
membagikan hasil dari harta wakaf tersebut kepada orang yang berhak
menerimanya dan sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat yang
menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi
kemaslahatan umat.
Sebagai seorang nazhir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf
produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan peraktek sahabat
28Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 90.
29Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 90.
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Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan
Imam Ahmad, nazhir berhak mendapat upah dari hasil usaha yang dikembangkan.
Adapun besarnya berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan tanggung jawab
dan tugas yang diembannya. Tetap disesuaikan dengan ketentuan wakif, jika
wakif tidak menetapkan maka ditetapkan oleh hakim atau kesepakatan para
pengelola/management wakaf yang ada. Sementara Mazhab Syafi’I menyatakan
bahwa wakif tidak berhak mendapatkan bagian.
Di negara Bangladesh hasil dari pengelola wakaf diberikan kepada nazhir
sebesar 5%. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomot 41 Tahun 2004
tentang wakaf, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.30
4. Nazhir Yang Profesional dan Amanah
Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk
itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah
dan professional. Setelah itu, lembaga wakaf juga harus mampu mendesain sistem
operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang
dan berkarya sehingga menjadi nazhir betul-betul merupakan sebuah pilihan dan
pengabdian kepada Allah Subahanahu wa Ta’ala.
Tidak dapat dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di Indonesia kurang
professional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan CSCR menunjukkan jumlah nazhir yang
bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil
30Mukhtar Lutfi, Optomalissi Pengelolaan Wakaf, h. 91.
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(84%). Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS/Swasta, petani, pedagang
dan sebagainya yang harus diutamakan di sampaing tugas sebagai nazhir.
Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi nazhir bukanlah profesi yang
diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang
diterima nazhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survey ini juga
menunjukkan hanya sebagian kecil nazhir yang mengaku menerima gaji sebagai
nazhir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji
yang mereka terima itu tidak memadai. Disamping itu, nazhir dipilih bukan atas
dasar professional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat waqif, ataupun orang
kepercayaan waqif.
Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf tidak
memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan
hatra warisan sanak keluarga nazhir wakaf, ataupun dipersengketakan oleh ahli
waris waqif. Realitas ini kadang kala menjadi kendala bagi calon waqif sehingga
mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu, nazhir wakaf harus
membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah untuk mengelola
harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat
sehingga calon waqif dapat bergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian
hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas, keiikhlasan, dan
kehati-hatian dalam pengeloaan harta wakaf.31
Dalam rangka memeilihara dan melestarikan manfaat harta wakaf,
keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral.
31Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 52.
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Sebab dipundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga,
dan mengembangakn harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada mauquf
‘alaih (sasaran wakaf).
Tidak dapat dipungkiri, banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang
tidak efektif dan tidak mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam
pengelolaan harta wakaf.
Seorang nazhir profesioanal dalam mengelola harta wakaf harus mengacu
pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata profesiaonal berasal dari kata
profesi, berarti pkerjaan di mana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut,
dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta
melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik professional
yaitu, pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat
menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya
dimiliki dari pendidikan, pelatihan,  dan pengalaman yang diperolah dalam jangka
waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang
yang professional mengenali dengan baik dan tepat persoalan tersebut. dengan
pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional
menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.
Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan
sosial, komitmen moral dituankan dalam bentuk kode atik profesi. Etika ini
merupakan peraturan yang harus dijalankan untuk melindungi masyarakat dari
kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk
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melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketiga, orang
yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan
gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengarahan seluruh tenaga, pikiran,
keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya
komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang
mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada
kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan untuk profesi yang menyangkut
kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka
profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.32
Seorang professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna
waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan
yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir
wakaf dianggap professional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang
itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. oleh
karena itu, seorang yang professional mempunyai komitmen yang kuat atas
pekerjaannya. Ia melibatkan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan  serius dalam
pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang
besar dan tinggi atas pekerjaannnya. Seorang nazhir yang professional dalam
mengelola harta wakaf tidak sekedar mengisi waktu luang, pekerjaan sampingan.
Akan tetapi, dia sadar yang yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya.
Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannnya.
32Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 53.
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Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya,
seorang professional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi, disiplin,
ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Oleh
karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan
tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Karena seorang
profesional megerahkan seluruh waktu, pikiran, dan  tenaganya. Lalu dia berhak
memperolah gaji yang memadai atas pekerjaannya.
Dalam pengembangan wakaf uang, ada tiga filosofi dasar yang harus
ditekankan oleh nazhir. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai
“proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah.
Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk
program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tearngkum di
dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir selalu
diposisikan sebagai kerja sambilan dalam pengertian dilakukan pada sisa-sisa
waktu bukan perhatian utama dan wajib. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja
nazhir asal-asalan. Sudah saatnya nazhir menjadi profesi yang memberikan
harapan masa depan dan kesejahtraan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga,
asas traparansi dan accountability. Badan wakaf dan lembaga yang mengelola
wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada
regulator dan waqif dalam bentuk audited report, termasuk kewajaran dari
masing-masing pos biayanya.33
33Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 54.
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Untuk pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu
harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf,
pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Dia mempunyai
kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip
syariah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini
menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola
wakaf, terutama aspek perencanaan SDM yang komprehensif dan terprogram.
Dengan demikian, ketersediaan SDM yang bermutu dan terampil, mutlak
diperlukan. Karena SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.
Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat
penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM
dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang.
Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf
tidak akan tercapai. Nazhir merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi
organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nazhir sangat memengaruhi
efesiensi dan efetivitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila
diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan
sistem manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk:
a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan
keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang
tangguh, professional, dan bertanggung jawab.
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b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf yang sesuai dengan akhlak al-
karimah.
c. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan
menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf
maupun teknis manajerial sehinggga lebih mudah melakukan pengontrolan
baik di pusat maupun di daerah.
d. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih
berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas
sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang
penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.34
Upaya mencapai hal itu, diperlukan upaya pembinaan nazhir wakaf agar
mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas.
Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen
terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan maupun
sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM nazhir wakaf yang siap pakai.
Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus-kursus, penelitian
kenazhiran yang terkait dengan manajerial organisasi atau keterampilan berupa
teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran, perbankan, dan
sebagainya. Nazhir yang ada, ditingkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan
yang intensif, maupun bimbingan. Ini akan menghasilkan nazhir yang memiliki
kemampuan dalam memikul tanggung jawabnya sebagai pengelola dan
pengembang harta wakaf.
34Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 55.
33
Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti
amanah, akuntabilitas, taransparnsi, dan inovatif, di samping itu, sistem
opreasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebetuhan
para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal di
dalam membangun lembaga pengelola wakaf.35
5. Masa bakti dan Pemberhentian Nazhir
Dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir
wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di
masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir
meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali.
Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan.
Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris
waqif.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 dijelaskan, bahwa
masa bakti nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan
kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah
melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan
prinsip syariah dan pertaturan perundang-undangan.
Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat tidak
amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-
minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak faedah,
35Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 56.
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ataupun nazhir bila nazhir mengundurkan diri, waqif ataupun pemerintah dapat
memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang
yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir
diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:
a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
b. Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
c. Atas permintaan sendiri.
d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
Adapun pemberhentian nazhir, nazhir dapat diberhentikan atau
dibebastugaskan apabila:
a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir.
b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah
mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan
minum-mnimuman keras.
d. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia,
ataupun dijatuhi pidana oleh pengadilan.36
36Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 51.
35
E. Manajemen Wakaf
Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak
dengan perspektif yang berbeda, mislanya pengelolaan, pembinaan, pengurusan,
ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan
sebagainya.37
Berikut ini disajikan pendapat para ahli mengenai batasan manajemen
yang amat berbeda.
1. John D. Millett membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan
pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok
formal untuk mencapai tujuan.
2. James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian
upaya anggota  organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya lainnya demi
tecapainya tujuan organisasi. Dalam batasan manajemen di atas prosesnya
meliputi:
a. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
b. Pengorganisasian,yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber
daya lainnya yang dibutuhkan.
c. Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.
37Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 1.
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d. Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika
tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.38
3. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, memberikan batasan manajemen
sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok
untuk mencapai tujuan organisasi.39
Pada dasarnya defenisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu
ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni
kepemimpinan menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya al-idarah fi al-
Islam, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan,
distematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal
tentang manajemen. Manajemen juga diartikan sebagai suatu rentetan langkah
yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem
ekonomi teknis. Ahmad al-Shabab mengemukakan, manajemen merupakan
sebuah proses yang dilakukan dengan mengarahkan semua sumber daya untuk
mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.40
Dari beberapa pandangan tersebut, fungsi manajemen ada empat, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, berikut ini akan
diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tesebut.41
38Siswanto, Pengantar Mnajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 2.
39Siswanto, Pengantar Mnajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 2.
40Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73.
41Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h.74.
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1. Perencanaan Pengelolaan Wakaf Produktif
Perencanaan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan
terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/ langkah-
langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.42 Menurut Leslie
W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya Management Skill and Aplication,
perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama
waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan
sasaran tersebut.43
Dengan demikian, perencanaan merupakan fungi utama yang ada dalam
manajemen. Karena fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi-
fungsi manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan
agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.44
Oleh karena itu perubahan yang hendak dilakukan sampai pada tujuan
harus direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya ada upaya untuk membangun cita-
cita ke depan dan kapasitas yang dimiliki. Dengan demikian, langkah-langkah
yang hendak ditempuh disusun dengan rapi. Menyusun perencanaan merupakan
sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi.seperti yang telah diisyaratkan
dalam firman Allah qur’an surah ar-Ra’d ayat 11:
         ……..
42H. B. Siswanto, Pengantar Manajemen, h. 03.
43Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h.75.
44Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h.77.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri……….45
Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas,
berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang
termaktub di dalamnya, yaitu: 1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses
dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan
menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya
yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2)
Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan
wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) Dari sisi
pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk
jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan
dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan
melakukannya.46
2. Pengorganisasian Pengelolaan Wakaf Produktif
Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan
pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang
diperlukan, menempatkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada
setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.47 Maksud dari
45Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid, (Tagerang Selatan:
Kalim,2011), h. 251.
46Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif, h. 75-76.
47Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Cet. 8; Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2009), h. 40.
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pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung
jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun,
mengaplikasikan sumber daya, dan menciptakan kondisi yang baik sehingga
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk
mencapai tujuan secara maksimal.48
Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber
daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan
segala potensi yang ada secara efektif dan efesien. Bagi seorang muslim, dalam
menjalankan kegiatan organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya pada
perintah Allah Subahanahu wa Ta’ala, yakni harus tetap bekerja sama, seperti
yang telah diisyaratkan Allah dalam firman-Nya Qur’an surah Ali Imran ayat:
103:49
            
                  
              
Terjemahnya:
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-
orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.50
48Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h.77.
49Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h.79.
50Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid, (Tagerang Selatan:
Kalim,2011), h. 64.
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Agar pemeliharaan dan pengatur harta wakaf produktif dapat berjalan
sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilaksanakan para nazhir yang terorganisir,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan anatara lain:
a. Memiliki sistem dan prosedur dan mekanisme kerja. Hal ini dimaksudkan
untuk memperjelas sistem mekanisme kerja para pengelola (nazir), sehinggga
pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang saja, akan tetapi seluruh
pengurus pengelola wakaf punya tugas sesuai tugasnya masing-masing.
b. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf, mengembangkan fungsi dan
peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadialan sosial, menumbuhkan wakaf
berdimensi ibadah dan ekonomi.
c. Melakukan sistem Manajemen Terbuka. Nazir perlu melakukan hubungan
timbal balik dengan masyarakat dan melakukan hubungan kerja sama dengan
investor, tokoh agama dan lain-lain.51
Pengorganisasian pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh nazir
dapat memberikan motivasi dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh
kesadaran dan produktifitas yang tinggi.52
3. Pelaksanaan dan Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif
Pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif yang telah
dilakukan oleh nazir selama ini masih tergolong sederhana. Potensi harta benda
wakaf yang sangat besar, kurang dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh nazir,
51Mukhtar Lufhti, Manajemen Wakaf, h. 166.
52Mukhtar Lufhti, Manajemen Wakaf, h. 166.
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bahkan ada juga yang  hanya dibiarkan terbengkalai. Pada hal fungsi wakaf adalah
mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.53
Potensi wakaf dapat dikelola dan dikembangkan untuk hal produktif yang
dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, untuk itu dibutuhkan
profesionalitas nazir dalam penangannya. Dari sejumlah kalangan selama ini
memandang bahwa nazir memberikan peran kunci dalam pengembangan harta
wakaf. Karena itu, pembinaan senantiasa diberikan agar nazir melaksanakan dan
mengembangkan menjadi harta wakaf produktif.54
Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, banyak pihak yang
berharap agar Undang-Undang Wakaf tersebut dapat berdampak positif bagi
perkembangan wakaf di Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan sistem dan
pola pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf yang produktif dan perlu
berwawasan pandangan jauh kedepan, salah satu pilar pelaksanaan dan
pengembangan pengelolaan harta benda wakaf berjalan lebih baik, harus
dibangun kebersamaan oleh umat Islam. Adanya Undang-Undang Wakaf, maka
pegelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh kekuatan hukum yang
kuat di Tanah Air.55
4. Evaluasi Pengelolaan Harta Wakaf Produktif
Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
selain evaluasi juga diperlukan pengawasan (controlling) untuk memastikan
seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan,
53Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 168.
54Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 168-169.
55Mukhtar Lufti, Manajemen Wakaf, h. 170.
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diimplementasikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan
diharapkan.56
Adapun yang perlu diawasi dalam pelaksanaan dan pengembangan
pengelolaan wakaf produktif di antaranya:
a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan
b. Pengukuran dan pengamatan berdasarkan rencana jalannya pelaksanaan
pengembangan pengelolaan wakaf.
c. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan dan pengembangan
pengelolaan wakaf.
d. Melakukan perbandingan hasil yang sudah dicapai dan target yang sudah
dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf.57
Pengawasan dan bimbingan perwakafan dilakukan oleh unit-unit
organisasi Kementrian Agama secara hirarkis sebagaimana diatur dalam peraturan
Kementrian Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 14. Nazir sebagai sebuah lembaga
publik memiliki:
a. Sistem akuntabilitas dan manajemen keuangan. Nazir sebagai lembaga
masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda wakaf terutama benda wakaf
produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis
dimaksudkan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara
efektif dan akurat.
b. Sistem audit yang transparan. Nazir dapat di audit secara internal oleh
Kementrian Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit
56Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 176.
57Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 176-177.
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yang independen. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan keuangan, kinerja,
peraturan-peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam.58
Adapun evaluasi pengelolaan harta wakaf produktif di dasarkan tahapan
yakni:
1. Komponen yang Mendukung Sistem Pengelolaan Perwakafan pada
Tahapan Masukan, meliputi:
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Wakaf dan peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf,
2) Persyaratan administrasi nadzir,
3) Penerimaan harta wakaf,
4) Harta wakaf yang dikelola.59
5. Pengelolaan Perwakafan pada Tahapan Proses (transactions)
Pengelolaan perwakafan pada tahapan proses difokuskan pada evaluasi
proses yang terdiri dari 3 yakni: 1) proses pendataan wakaf oleh nadzir, 2) proses
pelayanan administrasi dan pembinaan dari pengelola wakaf, 3) proses
pengelolaan wakaf produktif.60
Pertama, proses pendataan wakaf oleh nadzir sangat bermanfaat antara
lain dapat memfasilitasi dan membantu berbagai hambatan dalam pengamanan
asset-aset wakaf seperti sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf yang belum ada
sertifikatnya, penyediaan formulir atau blanko-blanko yang berhubungan dengan
perlindungan terhadap harta benda wakaf khususnya asset wakaf berupa tanah dan
58Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 177.
59Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 178.
60Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 182.
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menata sistem administrasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sebagai
tuntutan manajemen modern.61
Kedua, pelaksanaan proses pelayanan administrasi dan pengelolaan wakaf
antara lain menaati semua aturan dan mekanisme yang ada, dimulai dari
penyusunan program dan anggaran, realisasi, serta pelaporannya dengan termasuk
waktu yang jelas, target yang tepat dan hasil yang konkrit.62
Berdasarkan hasil studi pustaka dan data empiris diketahui, bahwa
kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari yang
diharapkan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan
lengkap. Alasan tersebut dikuatkan bahwa praktek wakaf dan perwakafan belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efesien sehinnga dalam berbagai kasus banyak
harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya atau
beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal yang demikian
terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan
harta wakaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran
harta wakaf menurut syaria’ah masih lemah.63
Maka dari itu upaya pembinaan ini harus dilakukan sesuai dengan standar
pola manajemen terkini, antara lain:
a. Pendidikan formal
b. Pendidikan non formal
c. Pendidikan informal
61Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 183.
62Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 183.
63Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, h. 185.
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d. Pembinaan mental.64
6. Pengembangan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif pada Tahapan Hasil
(outcomes)
Komponen yang terjadi fokus evaluasi pada tahap hasil yakni: 1) tingkat
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perwakafan, 2) pengembangan wakaf
produktif di Kota Makassar, 3) pemanfaatan  wakaf produktif di Kota Makassar65.
Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perwakafan
sangat berhubungan dengan tingkat pemahaman dan keyakinan serta sikap
seseorang pada perwakafan karena wakaf sebagai suatu yang disyariatkan dalam
ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Adanya pemahaman masyarakat
tentang konsepsi Islam, maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan perwakafan
dan akan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan konsepsi Islam tentang perwakafan.66
Kedua, peningkatan kualitas pengembangan wakaf produktif sebagai
kekuatan yang dapat diandalkan dengan membuka peluang-peluang kemitraan
strategis yang dapat mendorong iklim invetasi dan pengembangan ekonomi
produktif dan dapat menstimulasi terhadap pelaksanaan wakaf sebagai bagian dari
budaya masyarakat.67
Potensi harta wakaf belum diberdayakan produktivitasnya baik wakif,
nadzir maupun objek wakafnya terutama menyangkut paradigma baru tentang
64Rahmat Dahlan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir”, Al-Iqtishad 6,
no. 2 (Juli 2014), h. 310-311.
65Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 186.
66Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 186.
67Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 186.
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wakaf benda bergerak/wakaf tunai. Aktualisasi hasil pengembangan wakaf
produktif berada pada kategori rendah.68
Ketiga, agar pemanfaatannya wakaf untuk kepentingan luas menjadi
maksimal maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesioanal, transparan
dan dapat dipertanggung jawabkan dan diperuntukan bagi; a) Sarana dan kegiatan
ibadah, b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, c) Bantuan kepada
fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, d) Kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat, dan/ atau e) Kemajuan umum lainnnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.69
F. Wakaf Uang Perspektif Hukum Islam
Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia.
Padahal di beberapa Negara, seperti Mesir, Turki, Banglades masalah wakaf uang
sudah lama dikaji dan dikembangkan. Kenyataan ini menunjukkan wakaf uang
merupakan instrument keuangan umat yang sangat potensial untuk
dikembangkan.70
Sebenarnya, masalah wakaf uang sudah diperbincangkan oleh para ulama
klasik. Namun, di kalangan mereka terjadi perbedaan pendapat tentang sah atau
tidaknya sahnya wakaf uang tersebut. Perbedaan pendapat tersebut beranjak dari
persyaratan mauquf (benda wakaf). Bagi ulama yang menyatakan benda wakaf
hanya dibolehkan terhadap benda tidak bergerak menyatakan tidak sah
68Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 186.
69Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf , h. 187.
70Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 322.
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mewakafkan benda yang bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan,
seperti uang, lilin, makanan dan minuman, maupun harum-haruman.71
Jalauddin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda tidak bergerak,
seperti tanah begitu juga benda tidak bergerak yang dibolehkan
memanfaatkannya. Syafia’iyah berpendapat boleh mewakafkan benda-benda
bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun,
mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan
dirham akan lenyap dengan membelanjakannya dan sulit akan mengekalkan
zatnya. Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni meriwayatkan sebagian besar
Ulama tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) dengan alasan uang
akan lenyap ketika dibayarkan sehinggga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu,
uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi
uang sebagai alat tukar.72
Ulama Hanafiyyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hak itu
sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku
dan mushaf. Dalam masalah ini, ulama Hnafiyyah mensyaratkan harus ada
istibdal (penukaran) benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan tidak kekal
zatnya. Caranya adalah dengan menukar benda tersebut dengan benda tidak
bergerak yang memungkinkan manfaat benda tersebut kekal. Dari sinilah
kalangan ulama Hanafiyah berpendapat, bahnwa boleh mewakafkan dinar dan
71Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 322.
72Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 322.
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dirham melalui pergantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya
kekal.73
Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari menfatwakan bahwa berwakaf
dengan uang, seperti dinar dan dirham, serta barang yang ditimbang dan ditakar
(misalnya gandum). Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannnya
dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan, sedangkan
makanan yang diwakafkan dijual dan harganya diputarkan dengan usaha
mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.74
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf tidak hanya terhadap
benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak,
termasuk di dalamnya dinar. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mewakafkan uang
dibolehkan tetapi dengan cara menjadikannya modal usaha dengan prinsip
mudharabah dan keuntungan diserahkan kepada mauquf ‘alaih.75
Dengan demikian, dapat disimpulkan boleh mewakafkan uang dengan
ketentuan harta wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil
(mudharabah). Kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan
wakaf.76
Sebab itulah, Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal
11 Mei 2002 telah menetapkan bolehnya wakaf uang, sebagaimana telah
73Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 322.
74Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 323.
75Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 323.
76Rozalindah, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan
Syariah, h. 323.
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disinggung di atas, argument yang dijadikan dasar oleh MUI adalah hadis Nabi
yang hanya menyebut prinsip bahwa barang wakafnya tidak hilang dan hasilnya
disedekahkan.77
G. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi
Menurut realitasnya, jika dilihat dari sisi ekonomi Islam, wakaf belum
banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai
salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu
institusi wakaf sangat penting untuk dikembangkan.78
Dilihat dari suksesnya Negara-negara Islam. Namun, disisi lain terkadang
dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi
pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya
wakaf. Maka wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga
kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf masih terus terpupuk, dan
akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk invertasi
akhirat.79
H. Manfaat Dan Tujuan Wakaf Uang
Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf
uang jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemashlahatan lebih besar
yang tidak dimiliki oleh benda lainnya.
77Sukron Kamil, Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan konteks Keindonesiaan: Dari Politik
Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 161.
78Ahmad Atabik, “Manajemen Wakaf  Tunai Di Indonesia”, Ziswaf 1, no. 1 (Juni 2014),
h. 94.
79Ahmad Atabik, “Manajemen Wakaf  Tunai Di Indonesia”, Ziswaf 1, no. 1 (Juni 2014),
h. 95.
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Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang
dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:
1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana
terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus
menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong
bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk
lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagaian lembaga-lembaga
pendidikan Islam.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan
dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan
Negara yang memang semakin lama terbatas.80
Adapun tujuan wakaf uang adalah
1. Melengkapi  perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa
suatu sertifikat berdomisili tertentu yang diberikan kepada para wakif
sebagai bukti keikutsertaan,
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat wakaf Tunai
yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup
maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi
kekeluargaan di antara umat,
80M. Rusydi, “Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang (Prelemenary
Research)”, I-Finance, 1. no. 1 (Juli 2015): h. 75.
51
3. Meningkatkan investasi sosial dan menstransformasi tabungan sosial
menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal social,
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka
terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial
dapat tercapai.81
I. Kerangka Pikir
wakaf tunai merupakan menahan sesuatu dihubungkan dengan harta
kekayaan, pada zaman sekarang ini sering diperhitungkan dengan sejumlah uang
yang bersimbol angka dan berlaku secara sah dalam setiap Negara. Kemudian
pembayarannnya dalam bentuk cash atau tunai dari kekayan yang dimilki
seseorang, dalam mengelola dana wakaf uang di UMI  dapat dilihat dari beberapa
aspek yakni penghimpunan dana wakaf (fundraising) dan pendistribusiannnya
kepada mauquf ‘alaih, dilhat dari sisi fundraising di Yayasan Wakaf UMI ada
perbedaan terhadap aturan Islam itu sendiri sebagaimana orang yang menyerahkan
hartanya untuk diwakafkan harus niatnya ikhlas dari hati tanpa ada paksaan atau
aturan yang mengikat. Sedangkan dari sisi pendistribusiannya (mauquf ‘alaih)
masih dalam taraf ruang lingkup kampus atau penyaluran wakaf masih
diperuntukkan untuk  sarana dan prasarana  yang menunjang kebutuhan akademik.
Sehingga potensi untuk memberdayakan umat  Islam secara umum belum
diberdayakan, hal ini dikarenakan adanya manajemen yang kurang efektif dan
efesien dalam penghimpunan dana wakaf tunai dan penyaluran dana wakaf  tunai
81Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, h. 114.
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tersebut. uraian tersebut dapat digambarkan dengan kerangka teori sebagai
berikut:
WAKAF TUNAI UMI
Prakteknya
wajib
Fundraising Mauquf ‘Alaih
Teorinya
seikhlasnya
Ii
MANAJEMEN WAKAF TUNAI
Teorinya
Seluruh ummat
Prakteknya
Akademik
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian
kualitatif. Metode Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen S adalah salah
satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan
dan perilaku orang-orang yang diamati.1 Sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial
yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan)
dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau
mengkuantifikasikan dari kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak
menganalisis angka-angka.2 Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Urip Sumoharjo Km. 04
Makassar pada Kota Makassar. Tempatnya di Yayasan Wakaf UMI.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan
dengan menggunakan metode fenomenalogis yang sifatnya studi kasus. Penelitian
diarahkan pada studi kasus karena fokus  penelitiannya terletak pada fenomena
kontemporer, yaitu manajemen wakaf tunai UMI belum dilaksanakan secara efesien
dan efektif.
1Pupu Saiful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium 5. no. 9 (2009): h. 2
2Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.
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C. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang yang dijadikan landasan dibedakan
menjadi dua jenis sumber data;
1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari stakeholders
melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan mengenai tentang
jumlah dan jenis harta wakaf di Yayasan Wakaf UMI.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga
terkait yang relevan dengan penelitian ini atau melalui penelusuran berbagai
referensi, baik dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan kajian wakaf.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan
untuk mengumpulkan data. Instrumen utama pengumpulan data adalah manusia,
yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta,
mendengar, dan mengambil.3
Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau
pewancara sebagai instumen bantuan penelitian memerlukan instrument bantuan. Ada
dua macam instrument bantuan bagi peneliti atau pewancara yang lazim digunakan:
1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singakt
yang berisikan daftaf informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan.
Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan
3Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, h. 134.
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diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan
lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban
ya atau tidak. Peneliti menggunakan data tertulis (berupa data-data) salah
satunya yaitu tentang manajemen wakaf tunai.
2. Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti, tape
recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil
wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman dipergunakan
apabila peneliti atau pewancara megalami kesulitan untuk mencatat hasil
wawancara mendalam.4
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik :
1. Wawancara Sistematik
Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih
dahulu pewancara mempersiapkan pedoman (giude) tertulis tentang apa yang hendak
ditanyakan kepada informan.5 Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu
pengelola wakaf tunai yang dianggap relevan untuk data diambil darinya.
4Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif
Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, h. 135.
5Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 134.
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2. Observasi
yaitu dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian,
gejala atau sesuatu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke tempat yang
diteliti berdasarkan penelitian atau melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif diseputar lokasi penelitian yaitu
Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI dan melakukan pencatatan tentang
hal-hal yang terkait dengan data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian.6
F. Pengolahan Dan Analisis Data
Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis
analisis data model Miles dan Huberman, yaitu, sebagai berikut:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang
yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya.
b.Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
6Emzir, Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2010), h. 38.
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c. Conculusion Drawing/ Verivication (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.7
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338-345.
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BAB IV
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia
1. Sejarah Yayasan Wakaf Tunai UMI
Yayasan Wakaf UMI (YW-UMI) adalah suatu badan yang menghimpun
berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha,
kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah
untuk syiar Islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia dan alam
sekitarnya.
Sesuai dengan akta Yayasan Wakaf UMI nomor 43, tertanggal 07 Nopember
1994 Pasal 3 disebutkan bahwa Yayasan wakaf ini bertujuan mulia dan suci murni
mempertinggi derajat dan syiar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu
pengetahuan dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang
luhur, yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat, guna kepentingan kebutuhan
masyarakat dan tanah air, ditujukan kepada kemuliaan Agama Allah SWT.
Semua usaha tersebut dititik beratkan kepada perkembangan syariat dan
kebudayaan Islam. Segala hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau
pemberian pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam.
Wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak
Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril,
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material, waktu dan pikiran, pada hakekatnya memperhadapkan diri kepada Allah
sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam wakaf,
tidak ada hak milik pribadi, golongan, atau kelompok.
Yayasan ini didirikan oleh tokoh masyarakat, alim ulama dan para raja
(pemerintah) di Sulawesi pada tanggal 08 Februari 1953, dan diberi nama “Yayasan
Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia” dengan prioritas utama aktifitas
yayasan ini adalah mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi Islam.
Alhamdulillah niat suci dan tulus tersebut membuahkan hasil dengan
ditandatanganinya Piagam Pendirian Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 23
Juni 1954. Untuk memberi kepastian hukum dengan keberadaan yayasan tersebut,
maka komposisi pengurus yayasan disahkan di hadapan notaris Rjchard Claproth
dengan nomor 28 tertanggal 09 Maret 1955 dengan nama “Yayasan Wakaf
Universitas Muslim Indonesia”.
Dalam perkembangan dan perjalanan yayasan ini, terjadi pasang surut
kepengurusan dan aktifitasnya, dan namanya pun telah mengalami beberapa kali
perubahan. Pada awal berdirinya bernama “Yayasan Wakaf Pembangunan
Universitas Muslim Indonesia”, kemudian menjadi “Yayasan Wakaf Universitas
Muslim Indonesia”, berubah lagi menjadi “Yayasan Badan Wakaf Universitas
Muslim Indonesia”, kemudian berubah lagi menjadi “Yayasan Wakaf UMI”
berdasarkan akta Notaris Abdul Muis, SH, MH. Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005.
Walaupun sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, tapi nama wakaf
senantiasa tetap dipertahankan sampai saat ini. Ini dimaksudkan untuk memberi
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pemahaman kepada masyarakat, bahwa yayasan ini bukan milik perorangan atau
golongan, tetapi milik masyarakat, sehingga masyarakat (Islam) punya kewajiban
untuk memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan
oleh para pendirinya.
Adapun nama-nama yang menjadi penerima amanah sebagai ketua Yayasan
Wakaf UMI adalah :
1. Sutan Muhammad Yusuf Samah 1953 – 1959
2. A. Pangerang Pettarani 1959 – 1972
3. Letkol Muh. Patompo 1972 – 1980
4. H. Fadeli Luran 1980 – 1992
5. Drs. H. M. Jusuf Kalla 1992 – 1994
6. Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, SE, MSi 1994 – 2004
7. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MSi 2004 – 2005
8. H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi 2005 – sekarang
Pada awal berdirinya, YW-UMI hanya berkonsentrasi di bidang pendidikan
dan dakwah. Tetapi sejak dekade 1990-an, YW-UMI mulai membina pilar baru,
yaitu usaha dan dakwah. Dan Juni 2003, YWUMI melengkapi pilar amaliyahnya
melalui pengelolaan pilar kesehatan dan dakwah, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina. Saat
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ini Yayasan Wakaf UMI membina tiga pilar amal usaha yaitu Pendidikan dan
Dakwah, Usaha dan Dakwah dan Kesehatan dan Dakwah.1
2. Visi dan Misi Yayasan Wakaf Tunai UMI
Visi
1. Pendidikan dan Dakwah:
Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah dilingkungan YWUMI
sebagai lembaga yang melahirkan generasi bangsa dan umat Islam yang
memiliki akhlaq mulia, profesional, dan berwawasan Islam dalam disiplin-
disiplin ilmu yang seluas-luasnya.
2. Usaha dan Dakwah:
Menjadikan lembaga usaha dan dakwah dalam lingkup YWUMI sebagai unit
bisnis terkemuka, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, untuk melayani
kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya secara
efektif, efisien, halal dan menguntungkan kedua belah pihak.
3. Kesehatan dan Dakwah:
Menjadikan Rumah Sakit yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan
kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan
masyarakat dan lulusan dokter yang bermoral, berwawasan dan
1Universitas Muslim Indonesia, “Sejarah Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia”, Situs
Resmi UMI, http://www.umi.ac.id/sejarah-wakaf-tunai-umi-univesitas-muslim-indonesia/ (14 Maret
2017).
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berkemampuan IPTEKS dan IMTAQ, memiliki semangat sosial dan
kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Misi
1. Pendidikan dan Dakwah :
a. Melahirkan keluaran yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlaqul karimah,
kreatif, inovatif, transformatif, dan memiliki kecerdasan qur’aniah.
b. Melahirkan keluaran yang memiliki kapasitas dan kualitas yang relevan dengan
tuntutan pasar kerja.
c. Menjadikan civitas akademika menjadi insan pengembang ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni, dan budaya islami yang berbasiskan iman dan taqwa serta
mengharapkan ridho Allah Subahanahu wa Ta’ala.
d. Memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik nasional maupun global, terutama
dalam menghadapi transisi tata-nilai dan budaya, agar umat Islam dan
cendekiawannya terposisi sebagai khaerah ummah.
2. Usaha dan Dakwah :
a. Menciptakan pola pengelolaan unit bisnis yang ada secara efektif, efisien,
produktif, mampu memberi profit dan berbasis syariah.
b. Menciptakan sistem administrasi dan pencatatan kegiatan usaha bisnis yang
memenuhi prinsip akuntabilitas, penuh rasa amanah, berkehormatan, berkebajikan
dan islami.
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c. Menciptakan jaringan sistem informasi bisnis yang terpadu diantara unit-unit
organisasi dilingkungan YWUMI dan jaringan bisnis yang ada dan relevan.
d. Menciptakan SDM pengelola usaha bisnis yang profesional dan
berakhlakulqarimah dalam mengemban amanah yang dipercayakan.
3. Kesehatan dan Dakwah :
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dakwah yang mendukung
pembangunan nasional dan daerah.
b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang selaras
dengan falsafah pendidikan YW-UMI.
c. Membina kehidupan yang sehat, serta mengembangkan dan melestarikan temuan
ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, dengan mengoptimalkan
pendayagunaan sumberdaya yang ada.2
3. Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI
Yayasan Wakaf UMI telah memasuki babak baru, dengan penyempurnaan
organisasi yayasan yang dituangkan dalam Perubahan Akte Yayasan Wakaf UMI
pada tanggal 6 Juni 2005 Nomor 43 oleh Notaris Abdul Muis, SH, MH yang telah
disesuaikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang No.
28 tahun 2004, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari :
2Universitas Muslim Indonesia, “Visi Misi Yayasan Wakaf UMI”, Situs Resmi UMI,
http://www.umi.ac.id/visi-misi-yayasan-wakaf-umi/ (14 Maret 2017).
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1. Pembina
Ketua : Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MS
Sekretaris : H. Muhammad Serang, SE, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Syihab
2. Pengurus
Ketua : H. Muh. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si
Ketua Harian : Prof. H. Muhammad Jobhaar Bima, SE, Msi, Ph.D
Sekretaris : Ir. H. Lambang Basri Said, MSc, Ph.D
Anggota :
a. Prof. Dr. H. Muh. Nasir Hamzah, SE. MSi
b. Dr, Ir. H. Fuad Rumi, MSc
c. Drs. K. H. Abd. Rahim Amin
d. H. Rusjdin, SE, MM
4. Pengawas
Ketua : Prof. H. Murdifing Haming, SE, MSi, Ph. D.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH, MH.
Anggota : Prof. Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MSc3
Nama- Nama Ketua yayasan Wakaf UMI
1. Sutan Muh. Yusuf  Samah (1953-1958)
3Universitas Muslim Indonesia, “Struktur Organisasi Yayasan Wakaf UMI”, Situs Resmi
UMI, http://www.umi.ac.id/struktur-yayasan-wakaf-umi/ (14 Maret 2017).
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2. Andi Pengeran Pettarani (1958-1971)
3. Letkol. Muh. Daeng Pattompo (1985-1980)
4. H. Fadheli Luran (1980-1992)
5. Drs. H. M. Jusuf Kalla (1992-1994)
6. Prof. Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah (1994-2004)
7. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly (1994-2005)
8. H. M. Moktar Noer Jaya, SE, M,Si (2005-sekarang)
5. Program Yayasan Wakaf UMI
1). Pendidikan dan Dakwah
Aktivitas utama dan pertama yayasan ini adalah mendirikan perguruan tinggi
Islam, yang bernama Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1954
bertepatan dengan 22 Syawal 1373 H. di Makassar
UMI menawarkan dua jalur pendidikan, yaitu:
1. Pendidikan akademik (S-1, S-2, dan S-3)
a. Program S-1 membina 12 Fakultas: (Agama Islam, Ekonomi, Teknik, Hukum,
Sastra, Perikanan dan keluatan, Pertanian, Tekhnologi Industri, Kedokteran, Ilmu
Komputer, Kesehatan Masyarakat dan Farmasi) dengan 29 jurusan dan 59
program studi
b. Program Pascasarjana (S-2) membina 4 program studi: (Manajemen, Pengkajian
Islam, Ilmu Hukum dan Akuntansi)
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c. Program Doktor (S-3) membina 2 program studi: (Ilmu Ekonomi dan Ilmu
Hukum)
2. Pendidikan Profesional (Diploma)
a. Program ini membina 4 program studi yaitu: ABA, PGTK, PGSD dan Akta
mengajar IV.
3. Lembaga Pendidikan Menengah
a. Lembaga pendidikan perisiapan (LPP) sejak tahun 1973, yang membina SMP,
SMA, dan SMK.
b. Yayasan ini juga membina Pesantren Umum yang berlokasi di luar Kota
Makassar, yaitu: Pesantren Wihdatul Ulum, Mizatul Ulum, dan Darul Mukhkisin.
2). Usaha dan Dakwah
Unit-unit usaha Yayasan Wakaf UMI mulai dirintis pada tahun 1994,
kehadiran unit usaha ini diharapkan dapat membantu yayasan dalam pembiyaaan di
bidang pendidikan, penelitian, pengabdi pada masyarakat dan pembinaan umat. Unit-
unti usaha yang di bina oleh Yayasan Wakaf UMI adalah:
a. Baitul Mall Wattamwil (BMT) Ukhuwah, sebagai lembaga keuangan non formal.
b. PT. Ukhuwah UMI Teknik, yang bergerak di bidang Kontraktor dan Real Estate.
c. PT. Ukhuwah UMI Bisnis yang bergerak pada sektor perdagangan umum.
d. PT. Umitiha Ukhuwah Grafika, bergerak di bidang percetakan dan penerbitan.
e. PT. Ukhuwah UMI Industri, yang bergerak di bidang air minum kemasan dengan
merek “Ukhuwah”.
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3). Kesehatan dan Dakwah
Yaysan Wakaf UMI juga bergerak di bidang kesehatan dan dakwah, dengan
dibukanya Rumah Sakit “Ibnu Sina” yang sebelumnya bernama Rumah Sakit “45”.
Peralihan rumah sakit ini dilakukan pada tanggal 16 Juni 2003, dan persmian
pengeporasiannya pada tanggal 17 Mei 2004.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit “Ibnu Sina”
mempunyai fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan
media, juga berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi professional kesehatan
dari berbagai jenjang pendidikan bidang kesehatan.
B. Uraian Tugas Pengurus YW – UMI
1. Ketua Umum/ H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si, tugas:
a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan.
b. Merumuskan program dan kebijakan strategis dalam kepengurusan Yayasan.
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Pengurus Yayasan.
2. Ketua Harian/ Prof. H. M. Jobhar Bima, SE, M.Si, Ph.D, tugas:
a. Memimpin pelaksanaan tugas operasional Pengurus Yayasan sehari-hari.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua (bidang-bidang).
3. Sekretaris/ Ir. H. Lambang Basri Said, M.Sc, Ph.D, tugas:
b. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian
administrasi umum, dan teknis kepegawaian.
c. Membimbung unit kerja di bawah Yayasan untuk menyelenggarakan perencanaan
dan pengayagunaan administrasi umum dan kepegawaian.
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d. Melakukan koordinasi atau rekruitmen, penempatan, dan pemutasian/promosi
pegawai dalam lingkup Yayasan.
e. Melakukan koordinasi penyiapan Laporan Periodik/Laporan Tahunan Yayasan.
f. Melakukan tugas koordinasi dengan unit fungsi terkait untuk menyiapkan
keputusan dan peraturan Yayasan.
4. Bendahara/ Prof. H. M. Jobhaar Bima, SE, M.Si, Ph.D, tugas:
a. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian keuangan.
b. Membimbing unit kerja di bawah Yayasan untuk menyelenggarakan perencanaan
dan pendayagunaan keuangan.
c. Melakukan koordinasi penyiapan Rencana Anggaran Amanah Anggaran Tahunan
Yayasan dan unit-unit di bawah Yayasan.
5. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pendidikan, SDM, dan Kerjasama/ Prof.
Dr. H. Muh. Nasir Hamzah, SE, M. Si, tugas:
g. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian dan
pengembangan Pendidikan dan Pengajaran.
h. Melakukan koordinasi peningkatan mutu dan pengembangan potensi insaniah
mahasiswa melalui proses belajar mengajar pada satuan pendidikan di bawah
Yayasan.
i. Melakukan pengendalian dan koordinasi atas pengembangan dosen di lingkungan
Yayasan.
j. Membimbing Fakultas menyusun dan memelihara Daftar Potensi dan Nominatif
Sumberdaya Dosen di bawah Yayasan.
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k. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan internalisasi nilai-
nilai Islam dalam Kurikulum dan SAP sebagai bagian dari usaha pengembangan
kecerdasan spiritual tenaga edukasi dan mahasiswa.
l. Menyusun aturan mengenai pengembangan Pendidikan Pengajaran di bawah
Yayasan.
m. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian dan
pengembangan SDM di lingkungan Yayasan.
n. Melakukan koordinasi peningkatan mutu dan pengembangan potensi insaniah
mahasiswa melalui proses belajar mengajar pada satuan pendidikan di bawah
Yayasan.
o. Melakukan pengendalian dan koordinasi atas pengembangan dosen dan karyawan
di lingkungan Yayasan.
p. Membimbing unti kerja menyusun dan memelihara Daftra Potensi dan Nominatif
SDM di unit kerja di bawah Yayasan.
q. Menyusun aturan mengenai pengembangan SDM di unit-unit organisasi di bawah
Yayasan.
r. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang kerjasama.
s. Mengendalikan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga di semua unit di
lingkungan Yayasan.
t. Menginventaris kerjasama yang sudah dilakukan oleh semua unit di bawah
Yayasan.
u. Memantau dan mengavaluasi pelaksanaan kerjasama yang sudah ditandatangi.
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v. Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan koordinasi penyusunan program
implementasi perjanjian kerjasama yang telah dibuat, dan
w. Menyusun aturan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang
melibatkan unit-unit di bawah Yayasan.
6. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Aset, Usaha Ekonomi dan Rumah Sakit/
Ir. H. Lambang Basri Said, M.Sc, Ph. D, tugas:
a. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian aset
terwujud.
b. Membimbing unit kerja di bawah Yayasan untuk menyusun dan memelihara
daftar inventaris unit kerja masing-masing.
c. Melakukan koordinasi atas pemutakhiran data base aset terwujud pada unit-unit di
bawah Yayasan.
d. Melakukan koordinasi atas pensertifikatan aset milik Yayasan.
e. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan renovasi
sarana/ prasarana fisik.
f. Menyusun aturan mengenai pemanfaatan dan penghapusan aset terwujud milik
Yayasan.
g. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian usaha dan
Rumah Sakit.
h. Membimbing unit usaha di bawah Yayasan untuk menyusun Perencanaan,
Pengelolaan, dan Pengembagan Usaha dan Rumah Sakit.
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i. Melakukan koordinasi atas pemukhtakhiran aturan layanan usaha dan Rumah
Sakit.
j. Melakukan pengendalian atas kegiatan Badan Usaha dan Rumah Sakit.
7. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pesantren, Kampus Islami dan usaha
Sosial, tugas:
a. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian Pesantren
dan kampus Islami.
b. Membimbing unit kerja di bawah Yayasan untuk menyusun program penegakan
Kampus Islami.
c. Melakukan koordinasi atas pemutakhiran materi pengajaran mata kuliah Ilmu-Ilmu
Agama di fakultas/akademik/sekolah/madrasah/pesantren/ di bawah Yayasan.
d. Melakukan koordinasi atas peningkatan efektivitas kerja Wakil Dekan IV pada
fakultas dalam lingkungan UMI.
e. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan kepesantrenan untuk
mendukung percepatan perwujudan Kampus Islami yang kondusif.
f. Menyusun aturan mengenai pencerdasan qalbu segenap pimpinan, dosen,
karyawan, tenaga kesehatan, dan karyawan badan usaha di lingkungan Yayasan.
g. Melakukan tugas koordinasi pengembangan pesantren Darul Mukhlisin menjadi
Pusat Pelatihan Kecerdasan Qalbu yang representatif dan bernilai jual.
h. Menjalankan sebagian tugas Ketua Pengurus pada bidang pengendalian usaha
sosial.
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i. Membimbing unit kerja di bawah Yayasan untuk menyusun program penegakan
syariat mengenai Zakat, Infaq, dan Sadaqah.
j. Melakukan koordinasi atas pemukhtahiran aturan layanan amaliah sosial
keagamaan pada unit-unit di bawah Yayasan (pendidikan, usaha, dan rumah sakit).
k. Melakukan pengendalian atas kegiatan Lembaga Amil Zakat, serta atas potongan
amal di lingkungan Yayasan.
l. Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menyusun program amal bakti
sosial sebagai bagian usaha perwujudan tujuan amaliah sosial Yayasan dari unit
pendidikan, usaha, dan rumah sakit.
m. Melakukan koordinasi dan pengendalian atas kegiatan pelatihan menganai Zakat,
Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
C. Manajemen Wakaf  Tunai UMI
1. Manajemen Sumber Daya Nazhir Lembaga Pengelola Wakaf
Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan
berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip
manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-
Qur’an dan Hadis. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen,
yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berprilaku, baik dalam organisasi,
maupun dalam masyarakat.
Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan
manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan dan menjaga
hubungan baik antara nazhir, waqif, dan masyarakat.
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Pengelolaan SDM nazhir wakaf menjadi bagian yang sangat penting dari
tugas manajemen organisasi wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan
kesuksesan organisasi wakaf di masa akan datang. Sebaliknya, jika SDM tidak
dikelola dengan baik, efektifitas tidak akan tercapai. SDM nazhir merupakan salah
satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf. Hal ini terjadi karena. Pertama,
SDM sangat mempengaruhi efesiensi dan efektivitas organisasi, SDM merancang dan
memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas, memasarkan produk,
mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi
organisasi. Kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam
menjalankan bisnis. Karena pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan,
organsasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran.
Salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas
nazhir. Peran nazhir sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi organisasi
wakaf, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta
sebagai pelaksana operasional organisasi wakaf, seperti proses sosialisasi wakaf,
penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang, administrasi dan pencatatan harta
wakaf, dan pelaporan kegiatan dan keuangan. Ketua nazhir atau manajer wakaf secara
nyata terlibat dalam proses kegiatan secara terintegrasi. Untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan, dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan sumber
daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu struktur
organisasi, menetapkan kewenagan dan tanggung jawab, merekrut dan menyeleksi,
melakukan pelatihan dan pengembangan nazhir, dan penempatan nazhir pada posisi
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yang tepat. Kegiatan-kegiatan pengorganisasian inilah yang melahirkan manajemen
SDM.4
Manajemen SDM nazhir
berarti mengurus SDM berdasarkan visi dan misi organisasi wakaf agar tujuan
wakaf dapat dicapai secara optimum. Karena manajemen SDM nazhir merupakan
bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam
pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, susunan kepegawaian,
kepemimpinan, dan pengendalian.5
Dalam manajemen wakaf, nazhir unsur pertama yang utama. Di mana faktor
utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen SDM nazhir adalah manusia itu
sendiri. Karena SDM itu mempengaruhi sumber daya wakaf untuk dapat berfungsi
dan berjalan dengan baik. Di samping itu SDM dapat menciptakan efesiensi,
efektifitas, dan produktivitas wakaf. Melalui SDM yang efektif, mengharuskan
manajer atau ketua nazhir dapat menemukan cara terbaik dalam menggunakan orang-
orang yang ada di lingkungan organisasi wakaf agar tujuan-tujuan yang diinginkan
dapat tercapai.6
Nazhir wakaf mempengaruhi keberhasilan setiap organisasi wakaf. Tujuan
manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada
dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis,
4Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 102.
5Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 103.
6Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.
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etis, dan sosial. Manajemen SDM fokus pada terhadap pengaturan aktivitas dan
hubungan antara karyawan agar mampu menunjukkan kinerja yang optimal.
Peran manajemen SDM ini dalam organisasi sangat vital bagi terwujudnya
nazhir wakaf yang produktif, efektif,  dan efesien. Proses manajemen SDM
merupakan segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan mulai dari
perencanaan SDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga
kerja, hingga pembinaan, dan pengembangan tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi
tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada
tenaga kerja tesebut.7
2. Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI
Pengurus YW-UMI mulai dari pengurus perdana sampai sekarang menyadari,
bahwa berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh para pendiri yayasan,
maka konsep manajemen yang dianut haruslah konsep manajemen Islam, sehingga
semua jabatan yang ada dalam lingkup organisasi YW-UMI, didefinisikan sebagai
amanah.
Sebagai amanah, maka apapun nama dan level dari jabatan yang
dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai pekerjaan mulia yang harus
dipertanggungjawabkan, tidak saja kepada atasan melalui garis hirarki organisasi,
tetapi juga kepada Allah Subahaanahu Wa Ta’ala.
7Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 105.
76
Sehubungan dengan itu, seorang pemegang amanah, khsusnya yang ada pada
level pimpinan, ketika akan merumuskan suatu kebijakan atau membuat keputusan,
maka harus bertanya terlebih dahulu kepada dirinya, apakah substansi kebijakan dan
keputusan itu sesuai dengan syariah (AlQur’an dan Sunnah Rasulullah), atau belum.
Apabila substansinya telah sesuai, pertanyaan berikutnya ialah apakah teknis dan
proses penetapannya, keluaran dan dampaknya kelak, sejalan dengan garis kebijakan
umum yang tertuang dalam hukum dasar yayasan, dan apakah berpihak kepada
kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Keputusan apapun dan kebijakan apapun yang akan diambil, harus melalui
dan memenuhi prinsip musyawarah-mufakat. Dengan cara demikian, maka proses
perumusan kebijakan serta implementasinya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai
syariah dan syiar Islam.
Agar nilai-nilai itu terinternalisasi secara maksimal dalam praktek manajerial
dalam lingkungan YWUMI, maka hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan
disemua level organisasi dan level manajemen dalam lingkungan YWUMI, harus
bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu :
a. Amanah, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan
kewajiban.
b. Fathonah, berarti mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi
tugas dan kewajiban.
c. Tablig, berarti mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran
Islam dalam kehidupan sehari-hari.
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d. Shiddiq, berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan dan perbuatan
berdasarkan ajaran Islam.
e. Himayah, berarti senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada di
sekitarnya.
Adapun tujuan kegiatan manajemen dalam lingkup organisasi YWUMI ialah
mencapai ridho Allah SWT. Untuk mencapai ridhoNya itu, segenap insan YWUMI
senantiasa mendambakan rahmat dari Allah SWT.8
Manajemen SDM merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasin,
pengarahan dan pengawasan kegiatan, berupa pengadaan, pengembangan, pemberian
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM untuk mencapai
tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Lebih jelasnya, kegiatan SDM yang
spesik dari fungsi-fungsi manajemen yang juga diterapkan di Yayasan Wakaf UMI,
sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan
prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan.9 Sedangkan
perencanan dalam pengelolaan wakaf tunai UMI menurut pak Amiruddin adalah
sebagai berikut:
“Yayasan Wakaf UMI memiliki perencanaan untuk mengelola wakaf tunainya
dengan Yayasan Wakaf UMI memiliki mahasiswa binaan sekitar 100 sampai
8Universitas Muslim Indonesia, “Model Manajemen Yayasan Wakaf UMI”, Situs Resmi
UMI, http://www.umi.ac.id/model-manajemen-yayasan-wakaf-umi/ (14 Maret 2017).
9Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.
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200 orang dari banyaknya jumlah mahasisiwa  yang ada di UMI, itupun diluar
dari mahasisiswa dari jurusan kedokteran, mahasiswa dari jurusan farmasi,
mahasiwa dari jurusan kesejahteraan masyarakat (KESMAS), serta mahasiswa
dari jurusan dokter gigi, karena mahasiswa tersebut memiliki ekonomi yang
memadai  atau  orang tua mahasiswa yang memiliki tingkat  ekonomi yang
tinggi (kaya). Oleh karena itu, mereka tidak termasuk dalam kategori
mahasiswa binaan. Tujuan dari mahasiswa binaan ini adalah untuk
meringankan sebagian beban mahasiswa dalam pembiyaan kuliah mahasiswa
tersebut.” 10
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan memberikan tugas khusus kepada setiap SDM,
menetapkan analisis pekerjaan atau analisa jabatan, membangun komunikasi,
mengoordinasikan kerja antar atasan dengan bawahan.11
Berkaitan dengan organisasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Wakaf  UMI
menurut Pak Amiruddin bahwa:
“Nazhir yayasan wakaf UMI itu belum memiliki nazhir secara khusus
yang mengelola wakaf atau dalam artian kurangnya SDM untuk dijadikan
sebagai nazhir sehingga nazhir itu diambil alih oleh dosen, maka dari itu
pengelolaan wakaf tunai masih diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan
akademik, karena output dari uang wakaf tunai itu masih diperuntukkan
untuk membangun misalnya membangun pesantren.”12
Sedangkan menurut pak Rusjidin:
“SDM untuk nazhir itu sendiri masih kurang tentang ilmu wakaf tunai
secara khusus karena wakaf tunai itu dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat
UMI, maka dari itu SDM untuk nazhir masih kurang yang memahami
tentang wakaf tunai, apalagi yang betul memahami wakaf tunai itu hanya
saya, maka dari itu wakaf tunai pengelolaan wakaf tunai itu masuh kurang
10Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf  UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
11Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.
12Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf  UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
79
maksimal. Bukan hanya itu saja wakaf tunai UMI masih dalam proses
sosialisasi.”13
3. Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan megupayakan agar orang lain dapat
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat
kerja, memotivasi karyawan.14 Kepemimpinan atau disebut juga dengan ketua
pengurus yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI juga tidak sepenuhnya mengurus
wakaf karena ketua pengurus juga memiliki jabatan dosen Universitas Muslim
Indonesia. Sebagaimaan yang telah dikatakan oleh pak Amiruddin bahwa nazhir atau
pengelola wakaf masih diambil oleh dosen.
4. Pengawasan
Pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya
sesuai yang telah direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak
terjadi mismanagement atau penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol berjalan
dengan baik.15 Menurut pak Amiruddin bahwa:
“pengawasan dilakukan dengan cara nazhir membuat laporan keuangan dan
harus melaporkannya tiap tahun”16
Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut
bahwa fungsi dari manajemen wakaf tunai UMI belum dilaksanakan secara
maksimal. Sehingga pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI belum dikelola
secara maksimal pula dikarenakan kurangnya SDM atau nazhir yang mengelola
secara khusus wakaf tunai tersebut dalam artian nazhir masih diambil alih oleh dosen.
13H. M. Rusjidin, SE, MM, Ph.D, Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pesantren, Kampus
Islami dan Usaha Sosial, Wawancara, Makassar, tanggal 08 Agustus 2017.
14Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.
15Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 84.
16Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf  UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
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Maka dari itu Yayasan Wakaf UMI perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem
atau mekanisme kinerja serta operasional dalam manajemen wakaf. Karena
manajemen lembaga sangat dituntut lebih memahami supaya mekanisme dalam
pengeloaan wakaf itu berjalan sesuai dengan peruntukkannya. Karena nazhir adalah
faktor sentral dalam suatu organisasi wakaf. Apa pun bentuk serta tujuan wakafnya,
organisasi wakaf dibuat berdasarkan kebaikan untuk kepentingan manusia, dalam
pelaksanaannya, misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor
strategis dalam semua kegiatan organisasi. Manajemen SDM nazhir berarti mengurus
SDM berdasarkan visi dan misi organisasi wakaf agar tujuan wakaf dapat dicapai
secara optimum.
D. Peluang dan Tantangan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI
Wakaf uang dapat dijadikan sebagai penunjang proses pembangunan secara
menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam
pembangunan ekonomi dan sosial. Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity,
and thread) nampaknya diperlukan untuk mengukur potensi dan perkembangan
Yayasan Wakaf Tunai UMI dalam menjalankan misinya.
1. Strength (kekuatan)
Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI adalah keluarnya
akta Yayasan Wakaf UMI nomor 43, tertanggal 07 Nopember 1994 Pasal 3
disebutkan bahwa Yayasan wakaf ini bertujuan mulia dan suci murni mempertinggi
derajat dan syiar Agama Islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu pengetahuan
dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang luhur, yang
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dikaruniakan Allah SWT kepada umat, guna kepentingan kebutuhan masyarakat dan
tanah air, ditujukan kepada kemuliaan Agama Allah SWT.
Semua usaha tersebut dititik beratkan kepada perkembangan syariat dan
kebudayaan Islam. Segala hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau
pemberian pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan Islam.
Wakaf itu sendiri bermakna segala sesuatu yang menjadi milik wakaf merupakan hak
Allah dan Rasul-Nya, sehingga semua orang yang berpartisipasi baik secara moril,
material, waktu dan pikiran, pada hakekatnya memperhadapkan diri kepada Allah
sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam wakaf,
tidak ada hak milik pribadi, golongan, atau kelompok.
2. Weakness (kelemahan)
Kelemahan dari Yayasan Wakaf UMI merupakan lembaga yang belum
memiliki nazhir secara khusus untuk mengelola wakaf secara khusus dalam artian
nazhir juga berstatus sebagai dosen sebagaimana dikatatakan oleh pak Amiruddin
bahwa:
“Yayasan Wakaf UMI dalam mengelola wakaf baik itu wakaf benda tidak
bergerak maupun benda bergerak (wakaf uang) dikelola oleh nazhir yang
juga berjabat sebagai dosen”17
Serta menurut pak Rusjidin:
“ilmu tentang wakaf tunai itu masih kurang dipahami oleh nazhir itu
sendiri, serta wakaf tunai UMI masih tahap sosialisasi”18
17Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
18H. M. Rusjidin, SE, MM, Ph.D, Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pesantren, Kampus
Islami dan Usaha Sosial, Wawancara, Makassar, tanggal 08 Agustus 2017.
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3. Opportunity (peluang)
Peluang yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI sebagaimana yang
dipaparkan oleh pak Amiruddin bahwa:
“salah satu peluang besar yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI adalah
dengan menghadirkan atau mengundang tokoh-tokoh besar dalam acara besar
baik itu dalam acara seminar international atau seminar nasional atau acara
lainnya seperti mengundang ulama, anggota DPR, atau seseorang yang
memiliki jabatan, dengan mengundang tokoh-tokoh tersebut dalam acara
kampus tentu memiliki tujuan yang besar salah satunya yaitu itu
memperkenalkan kepada mereka tentang UMI memiliki Yayasan Wakaf
dengan penjelasan yang konkrit mengenai wakaf yang dimana seorang bebas
mewakafkan hartanya dengan jumlah yang tidak dibatasi baik itu harta
bergerak maupun harta tidak bergerak (wakaf uang) dengan sosialisasi
tersebut tentunya juga mengarah pada ajakan untuk berwakaf. Alhamdulillah
hasil dari sosialisasi tersebut Yayasan Wakaf UMI kini telah memiliki dewan
penyantun seperti gubernur, anggota DPR, serta pengajar dari Arab Saudi.”19
4. Threat (tantangan)
Tantangan yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI adalah:
“banyaknya pikiran-pikiran yang mempengaruhi masyarakat Islam untuk
masuk dipesantren binaan UMI karena Yayasan Wakaf UMI memiliki desa
binaan salah satunya di daerah Toraja yang memiliki penduduk minoritas
menganut agama Islam.”20
“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai sehingga masih
kurang masyarakat yang mewakafkan hartanya”21
19Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
20Amiruddin Barinong, Kepala Pusat Administrasi Aset Yayasan Wakaf UMI, Wawancara,
Makassar, tanggal 14 Maret 2017.
21H. M. Rusjidin, SE, MM, Ph.D, Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pesantren, Kampus
Islami dan Usaha Sosial, Wawancara, Makassar, tanggal 08 Agustus 2017.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:
1. Manajemen Yayasan Wakaf Tunai UMI dalam mengelola wakaf tunainya
peruntukannya masih dalam hal tradisional dikarenakan sumber daya yang
ditempatkan pada sturuktur organisasi umumnya adalah dosen dan tenaga
administrasinya pada Yayasan Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia
, sehigga dalam menjalankan tugasnya lebih dominan pada tugas pokoknya
ketimbang melaksanakan tugas di Lembaga Yayasan Wakaf UMI. Maka
dari itu dalam manajemen wakaf tunai itu dibutuhkan SDM yang khusus
dan handal dalam operasional wakaf tunai tersebut, karena pengurus yang
kurang menggeluti ilmunya akan menghasilkan hasil yang kurang
maksimal serta perkembangan wakaf tunai itu sendiri sedangkan tujuan
dari manajemen itu adalah untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang
telah disepakati oleh Lembaga Yayasan Wakaf Tunai Universitas Muslim
Indonesia. Hal itu tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41
menegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
dilakukan secara produktif. Berdasarkan prisip manajemen wakaf, bahwa
wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis nabi “tahan
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pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Ini berarti pegelolaan wakaf uang
harus dalam bentuk produktif. Wakaf harus selalu melibatkan proses
pertumbuhan aset dan pertambahan nilai, dengan kata lain, aset wakaf itu
harus tetap berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya
terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga wakaf tidak
mengalami penyusutan nilai akibat inflasi dan masih dapat diperbarui
kembali dari hasil surplusnya.
2. Tantangan dan peluang dalam mengembangkan wakaf tunai di Yayasan
Wakaf Tunai Universitas Muslim Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Tantangan dalam mengembangkan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Tunai yaitu
Yayasan wakaf tunai UMI masih tahap sosialisasi sampai sekarang, maka dari itu
perkembangan untuk wakaf tunai itu sendiri belum maksimal serta wakaf tunai itu
juga belum berfungi secara maksimal.
b. Sedangkan peluang terbesarnya adalah Yayasan Wakaf Tunai Universitas
Muslim Indonesia yaitu memiliki dewan penyantun yang memberikan sumbangsi
besar dalam mengembangkan wakaf tunai tersebut.
B. Implikasi
Berdasarkan penelitian yang telah duiraikan, maka sebagai bagian akhir dari
penulisan ini peneliti memberikan beberapa implikasi:
1. Dalam mengembangkan Yayasan Wakaf Tunai UMI harus memiliki
pengurus yang khusus dalam operasional wakaf tunai tersebut. serta
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merekrut nazhir yang memiliki ilmu tentang wakaf khusunya untuk wakaf
tunai.
2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang lebih mendalam
mengenai wakaf tunai, karena mahasiswa membayar wakaf tunai hanya
karena landasan aturan yang mengikat. Sebagaimana penulis ketahui
bahwa membayar wakaf itu nilainya tidak dibatasi ataupun tidak ditetapkan
oleh lembaga, karena membayar wakaf itu hukumnya boleh bukan karena
ada aturan yang mengikat sehingga kesan untuk membayar wakaf tesebut
menjadi suatu kewajiban yang memaksa.
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